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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat 

memperoleh kesimpulan penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Permasalahan pelarangan perkawinan Marpadan dalam masyarakat 

Hukum Adat Batak Toba menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Larangan Perkawinan Marpadan dalam perspektif Hukum Adat 

termasuk ke dalam larangan perkawinan. Seperti dalam uraian 

sebelumnya, larangan perkawinan dalam Hukum Adat terbagi 

menjadi 3 (tiga) yaitu adanya hubungan kekerabatan, adanya 

perbedaan kedudukan, dan perbedaan agama. Setelah dikaji, 

larangan Perkawinan Marpadan dalam Hukum Adat Batak Toba 

termasuk ke dalam kategori larangan perkawinan akibat hubungan 

kekerabatan dalam larangan perkawinan adat. Hal ini dikarenakan 

kesepakatan atau Marpadan yang dilakukan nenek moyang 

masyarakat Hukum Adat Batak Toba ini mengikat kedua marga 

yang sebenarnya berbeda keturunan dan memunculkan ikatan 

marhaha maranggi atau kakak-beradik yang melekat seakan seperti 

saudara semarga. Akibat dari adanya larangan perkawinan tersebut, 

maka bagi para pihak yang melakukan Perkawinan Marpadan akan 

dikenakan sanksi Hukum Adat berupa adanya kutukan, pengusiran, 

pengucilan, dan perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan 

secara adat.  

b. Larangan Perkawinan Marpadan menurut Hukum Nasional tidak 

termasuk dalam kategori larangan perkawinan. Hal ini disebabkan 

dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan disebutkan bahwa larangan perkawinan terjadi karena 
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alasan di antara yang berhubungan darah dalam garis keturunan 

lurus kebawah ataupun keatas; berhubungan darah dalam garis 

keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan 

saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 

berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan 

ibu/bapak tiri; berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak 

susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; berhubungan 

saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, 

dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; mempunyai 

hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, 

dilarang kawin. Setelah dikaji, larangan Perkawinan Marpadan ini 

tidak diatur dalam larangan perkawinan menurut peraturan 

perundang-undangan, sehingga dalam perspektif Hukum Nasional 

Perkawinan Marpadan bukanlah perkawinan yang dilarang. Hal ini 

disebabkan karena ikatan Marpadan ini datang dari hasil perjanjian 

yang dilakukan oleh kedua marga yang berbeda keturunan. Akibat 

dari adanya Perkawinan Marpadan tersebut, tidak termasuk dalam 

larangan perkawinan sehingga tidak akan dikenakan sanksi hukum.  

Larangan Perkawinan Marpadan setelah ditinjau dari perspektif Hukum 

Adat dan Hukum Nasional, terdapat perbedaan ketentuan. Larangan 

Perkawinan Marpadan apabila dikaji dari Hukum Adat, termasuk dalam 

kategori larangan perkawinan sedangkan  dalam Hukum Nasional tidak 

termasuk kategori larangan perkawinan. 

2. Penyelesaian permasalahan pelarangan Perkawinan Marpadan agar 

terjadi keselarasan antara hukum adat Batak Toba dengan Hukum 

Nasional adalah sebagai berikut: 

a. Dengan mengusahakan adanya harmonisasi hukum antara Hukum 

Adat dengan Hukum Nasional. Langkah-langkah yang dapat 

dilakukan untuk melakukan harmonisasi antara Hukum Adat Batak 

Toba dan Hukum Nasional adalah dengan dilakukannya penggalian 
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nilai-nilai Hukum Adat yang memenuhi kesadaran hukum 

masyarakat adat. Perlu juga dilakukan kajian komprehensif atas 

kedua sistem hukum tersebut dengan memperhatikan dasar filosofis 

keduanya. Kemudian mengupayakan agar nilai-nilai universal 

dalam Hukum Adat dapat dimasukkan ke dalam Hukum Nasional, 

dengan syarat memenuhi rasa keadilan masyarakat secara 

keseluruhan. Penyesuaian di antara kedua sistem hukum tersebut 

diharapkan dapat menciptakan kesepahaman hukum. Langkah ini 

dibutuhkan keahlian khusus agar tidak terjadi reduksi atau 

pengurangan nilai pada masing-masing sistem hukum.  

b. Selain itu mengenai sanksi, perlu adanya kesadaran hukum bagi 

masyarakat Hukum Adat Batak Toba agar tidak terjadi sanksi-sanksi 

yang justru bertentangan dengan hukum yang berlaku secara 

nasional seperti pengusiran atau sanksi-sanksi lainnya yang sudah 

tidak relevan apabila tetap dijalankan sekarang ini. Hukum adat 

biasa melakukan musyawarah dalam penyelesaian 

sengketa/permasalahan dalam adat. Itulah mengapa masyarakat adat 

Batak Toba dapat melakukan penyelesaian melalui marhata atau 

musyawarah antara anggota keluarga yang dipimpin oleh orang 

yang dituakan atau Raja Parhata (juru bicara adat). Marhata 

dilaksanakan dengan formal dan memiliki tata cara mengenai siapa 

saja yang mempunyai hak untuk berbicara. Masyarakat adat juga 

dapat melakukan mediasi untuk menyelesaikan pelarangan ini 

secara internal. Perlu ada kesepakatan bersama yang dibuat oleh 

para pihak pelanggar dan kelompok adat agar mengharuskan para 

pihak mundur selangkah untuk bersama mencapai kemenangan atau 

jalan keluar. sebaiknya tidak melakukan perkawinan atau tetap 

menjalankan perkawinan tanpa harus mendapatkan pengucilan dari 

kelompok adat dan tetap dapat menjalani hubungan yang baik 

dengan masyarakat adat lainnya. Oleh karena itu, pelarangan 
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perkawinan Marpadan tersebut dapat terus dihormati dan 

dilestarikan oleh masyarakat adat, selama tidak bertentangan dengan 

hukum yang berlaku secara nasional. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, maka Penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Disarankan bagi Lembaga Legislatif berperan dalam menggali nilai-

nilai dalam Hukum Adat agar permasalahan perbedaan perspektif ini 

dapat dihindari dengan melakukan upaya harmonisasi Hukum Nasional 

dan Hukum Adat. 

2. Disarankan bagi masyarakat Hukum Adat Batak Toba untuk dapat 

memberikan masukan mengenai nilai-nilai Hukum Adat yang dapat 

dijadikan pedoman atau dasar dalam pembentukan Hukum Nasional 

3. Disarankan bagi masyarakat Hukum Adat Batak Toba untuk  

melaksanakan sanksi-sanksi yang tidak bertentangan dengan hukum 

yang berlaku secara nasional dan dapat menyelesaikan permasalahan 

permasalahan yang ada dalam hukum adatnya, seperti pelanggaran 

Marpadan ini dengan mengambil jalan yang damai dan baik agar 

seluruh pihak mendapatkan keadilan dan adat Batak Toba tetap dapat 

dilestarikan dengan baik sehingga tradisi dalam Hukum Adat Batak 

Toba dapat dilestarikan dengan baik kedepannya. 

4. Disarankan kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat 

dijadikan penelitian awal mengenai larangan Perkawinan Marpadan 

dalam hukum adat Batak Toba sehingga terdapat pemahaman yang lebih 

mendalam terkait larangan perkawinan Marpadan dalam adat Batak 

Toba ini. 
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